
 
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAHKABUPATEN MAMUJU 
NOMOR 4 TAHUN 2006 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU 

NOMOR : 4 TAHUN 2006 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU 
NOMOR 1 

TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN MAMUJU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPAT1 MAMUJU, 
 
Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan  

Pemerintah  Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Mamuju perlu disesuaikan 
dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 20005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Mamuju;   

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan derah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822) ; 



2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4310); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

4. Undanig-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang 
Ketentuan keprotokoleran mengenai Tata Tempat, Tata 
Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara 
Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952); 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 59 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1980 tentang Hak Keuangan/Administrasif Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala 
Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda dudanya 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1993 (Lembaran 
Negar2 Tahun 1993 Nomor 121); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4540);  

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 
2005 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Tahun 2005 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1). 

 



Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU 
Dan 

BUPATI MAMUJU 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 1 
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER 
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAN KABUPATEN 
MAMUJU 

 
  Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 
Tahun, 2005 tentang Kedudukan Protok oler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran 
Daerah Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), diubah 
sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan pasal 1 angka 19 diubah, sehingga pasal 1 angka 19 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 
19. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan 
pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD 
dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan 
dinas Jabatan Pimpinan DPRD, Pemberian pakaian dinas, uang duka 
wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah; 

 
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 14 

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia 
Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan 
Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan 
diberikan tunjangan alat kelengkapannya sebagai berikut: 
a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari 

tunjangan Jabatan Ketua DPRD; 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan 

jabatan Ketua DPRD; 
c. Sekertaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan Ketua 

DPRD; 



d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan ketua DPRD. 
(2) Besarnya tunjangan Panitia Musyawarah, tunjangan komisi, 

tunjangan panitia anggaran atau tunjangan badan Kehormatan atau 
kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini 
sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan 
bagian tidak terpisahkan. 

 
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 16 
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan 

pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransii 
kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Kabupaten; 

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan 
Pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang 
anak; 

(3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk general Chek - Up 1 (satu) kali dalam setahun bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD; 

(4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibebankan pada APBD). 

 
4. Ketentuan Pasal 20 diubab,, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 20 
(1) Dalam hal Pemerintah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan 

Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang 
bersangkutan diberikan tunjangan perumahan; 

(2)  Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung 
mulai tanggal  Pengucapan sumpah/janji; 

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) 
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas 
serta standar harga setempa yang berlaku. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 
 

5. Penjelasan pasal 21 diubah set agaimana tercantum Jalam penjelasian. 
6. Ketentuan pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 berbuniyi sebagai berikut: 
 

Pasal 24 
 

(1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran 
tugas, fungsi dan wewenai ig DPRD; 

(2) (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD; 


